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Industri migas merupakan industri yang beresiko, mahal dan rumit. Industri migas yang mempunyai
karakteristik high cost dan high risk technology, harus dikelola oleh tenaga-tenaga ahli dibidang minyak dan
gas bumi. Sesuai dengan Undang-undang no. 44 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi
dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, pengusahaan minyak dan gas bumi dapat
dikerjasamakan dengan kontraktor dalam bentuk kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Masalah
utama dalam kontrak bagi hasil ditinjau dari kepentingan Nasional adal ah bagaimana mengoptimalkan
sumbangan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi bagi perekonomian Negara, pemerataan
kesempatan kerja, menciptakan peluang bagi perusahaan Swasta Nasional untuk berpartisipasi serta
terjaminnya suplai BBM dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, kepentingan Investor
Asing dan pengusaha Swasta Nasional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkenaan
dengan pengel olaan migas dalam Production Sharing Contract, terdapat masal ah tentang pengaturan
perpajakan pada sektor migas khususnya kebijakan uplift berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan
dalam sumber penerimaan Negara. Permasalahan ini menjadi kontroversi berkaitan dengan pengembalian
biaya operasional yang diakui oleh kontraktor (cost recovery claim). Pajak uplift yang berbuntut kontroversi
ini hanya dipungut atas mitra BUMN migas yang berkontrak dalam skema Joint Operation Body (JOB)
terutama yang mengel ola lapangan tua dengan teknologi lanjutan (Enhanced Oil Recovery/EOR).
Kontroversi yang berkembang sejalan dengan menurunnya jumlah produksi dan meningkatnya biaya
produksi yang diakui oleh kontraktor sehubungan dengan kewajaran dari biaya-biaya operasiona yang
dibebankan oleh kontraktor, baik dari segi jumlah maupun klasifikasi biaya.

Oil and gasindustry isan industry that is risky, expensive and complicated. Oil and gas industry which has
the characteristics of high cost and high risk technology should be managed by expertsin the field of oil and
gas. In accordance with Law No.44 Y ear 1960 regarding oil and gas mining and Law No.8 year 1971
regarding Pertamina, exploitation of oil and gas can be cooperated with the contractor in the form of a
Production Sharing Contract. The main problem in terms of the production sharing contracts viewed from
national interest is how to optimize resource utilization contribution of oil and gas for the State's economy,
employment opportunities, creating opportunities for national private companies to participate and ensuring
the supply of fuel and gas for domestic needs. Meanwhile, the interest of foreign investors and national
private entrepreneurs are to gain the profit as much as possible. With regard to the management of oil and
gas in the Production Sharing Contract, there is problem of setting the tax on oil and gas sector particularly
uplift policy relating to the taxation of income in the state revenue sources. Thisissue is related to the return
of controversy of operational costs recognized by the contractor (cost recovery claim). Uplift tax culminated
by this controversy isonly levied at state-owned enterprises as partnersin the oil and gas with contracting
scheme of Joint Operation Body (JOB), especially the old fields with advanced technology (Enhanced Qil
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Recovery/EOR). The controversy that developed in line with the declining number of production and
increased production costs are recognized by the contractor with respect to the reasonableness of operational
expenses charged by contractors, both in terms of quantity and cost classification.



